BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

.oa.

1.

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor...
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026,
perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabupaten pasangkayu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



18.

19.

20.

21.

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Menetapkan

22.

23.

24.

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.

Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Pasangkayu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan

daerah.



7.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026

direncanakan sebesar Rp670.312.267.687 (enam ratus tujuh

puluh miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh

tujuh enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang

bersumber dari:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp88.927.461.896
(delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh
tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus
sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp44.613.471.234 (empat
puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus
tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp36.525.300.000 (tiga
puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus
ribu rupiah).

Hasil  pengelolaan kekayaan  daerah yang  di



(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp3.281.744.419 (tiga miliar dua
ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh
empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Lain-lain = pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp4.506.946.243 (empat miliar lima
ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua

ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp573.201.509.526
(lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus satu juta lima
ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah),
yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah;
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp551.891.852.000 (lima ratus lima puluh satu miliar
delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima
puluh dua ribu rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp21.309.657.526 (dua puluh satu miliar tiga ratus
sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus

dua puluh enam rupiah ).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp8.183.296.265 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga
juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan



(2)

(3)

(4)

peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (Lima
ratus juta rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp7.683.296.265 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh
tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus

enam puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan

sebesar Rp679.756.452.817 (enam ratus tujuh puluh sembilan

miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratis lima puluh

dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

(1)

(2)

belanja operasional;
belanja modal;
belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Pasal 8
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp532.200.112.882 (lima ratus tiga puluh dua miliar dua
ratus juta seratus dua belas ribu delapan ratus delapan
puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. Dbelanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f.  belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp326.466.512.142 (tiga

ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

juta lima ratus dua belas ribu eratus empat puluh dua
rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.893.889.989
(dua ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga
juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp,182.642.000 (seratus
delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu
rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rpl.657.068.751 (satu
miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp(terbilang).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp56.779.968.411
(lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
empat sebelas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.

d. Dbelanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ; dan

e. Belanja Modal Aset Lainnya..

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp456.282.000 (empat
ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua
ribu rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar



Rp7.782.332.973 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh
dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp11.991.155.408 (sebelas miliar sembilan ratus
sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu
empat ratus delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp33.980.038.030 (tiga puluh
empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh
delapan ribu tiga puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp2.570.160.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta

seratus enam puluh ribu rupiah).

(1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.(terbilang).
Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 7 huruf ¢  direncanakan sebesar
Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang

terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp89.276.371.524
(delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam
juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh
empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.583.877.124 (empat
miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus
tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.692.494.400
(delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan dua juta
empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus

rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026

direncanakan sebesar Rp9.444.185.130 (sembilan miliar empat

ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu

seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp,- (terbilang), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp9.444.185.130 (sembilan miliar

empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh

lima ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,-

(terbilang).



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp,-
(terbilang).

Pasal 14
Anggaran  pengeluaran  pembiayaan = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp,- (terbilang)., yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

o o

pemberian pinjaman daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,-

(terbilang).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,-

(terbilang).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp,- (terbilang).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar Rp9.444.185.130 (sembilan miliar
empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh

lima ribu seratus tiga puluh rupiah).



(2)

(1)

(2)

(3)

Pembiayaan neto yang merupakan selisih

penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran

pembiayaan direncanakan sebesar Rp9.444.185.130

(sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta

seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 16
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan
dan belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu

Tahun Anggaran 2026.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

a. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang  apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Hibah.

4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam berita daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Saim&m Se-'-;ual Dengan Aslinya

Katy maTkIIUJ’b
NFP 19701115 200804 1 001



